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ABSTRACT

Purpose: The objective of this research to assess and
analyze the role of government finance and economic
growth in influencing the readiness of plenary adoption of
IPSAS.

Methodology/approach: The sample in this study consisted
of 198 research data from 33 provincial governments in
Indonesia that sample criteria. The data of this study were
analyzed using multiple regression analysis.

Findings: The results of the study found that low level of
government finance expected to role in the readiness of
IPSAS plenary adoption. Meanwhile, the economic growth
rate that is getting better or worse can influence the
informer to disclose information in accordance with the
elements of IPSAS.

Practical implications: This research contributes to
provincial governments and policymakers to better support
the implementation of accrual-based IPSAS and is used
guide for policymakers in determining whether plenary
adoption is relevant so as to create value for public entities,
especially public sector organizations.

Originality/value: Regarding IPSAS, there has been no
empirical research that analyzes the readiness of IPSAS
plenary adoption with economic growth factors that play a
role in IPSAS adoption readiness. So this needs to be done
research that leads to the readiness of IPSAS adoption in
full with factors that influence it.

KEYWORDS: Economic Growth; Government Financial;
IPSAS; Plenary Adoption.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menguji
dan menganalisis peran government financial dan
pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi kesiapan
adopsi paripurna IPSAS.

Metode/pendekatan: Sampel dalam penelitian ini terdiri
dari 198 data penelitian dari 33 Pemerintah daerah provinsi
di Indonesia yang memenuhi kriteria sampel. Data
penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis
regresi berganda.

Hasil: Hasil penelitian menemukan tingkat rendahnya
government financial mengindikasikan pemerintah untuk
mengungkapkan informasi berdasarkan elemen-elemen
IPSAS yang diharapkan menjadi peran untuk kesiapan
adopsi paripurna IPSAS. Sedangkan, tingkat pertumbuhan
ekonomi yang semakin baik atau buruk dapat
mempengaruhi pemberi informasi untuk mengungkapkan
informasi sesuai dengan elemen-elemen IPSAS.

Implikasi praktik: Penelitian ini memberikan kontribusi
bagi pemerintah provinsi dan pembuat kebijakan dalam
strategi akuntansi mereka untuk lebih mendukung
implementasi IPSAS berbasis akrual dan digunakan
sebagai petunjuk bagi pembuat kebijakan dalam
menetapkan apakah adopsi paripurna relevan sehingga
dapat menciptakan nilai bagi entitas-entitas publik
terutama organisasi sektor publik.
Orisinalitas/kebaharuan: Mengenai IPSAS, belum ada
penelitian secara empiris yang menganalisis kesiapan
adopsi paripurna IPSAS untuk entitas pemerintah daerah
provinsi di Indonesia dengan faktor pertumbuhan ekonomi
yang menjadi peran dalam kesiapan adopsi IPSAS.
Sehingga hal ini perlu dilakukan penelitian yang mengarah
ke kesiapan adopsi IPSAS secara paripurna dengan faktor
yang mempengaruhinya.

Kata Kunci: Adopsi Paripurna; Government Financial;
IPSAS; Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), setara dengan International Financial
Reporting Standards (IFRS). IPSAS mengatur proses akuntansi keuangan pada sektor
pemerintah (Ingrams et al., 2020). Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional sendiri
bermula ketika adanya kesadaran akan manfaat nyata dari informasi akuntansi keuangan yang
masih konsisten dan tidak terbandingkan (comparable) pada lintas jurisdiksi. Sistem akuntansi
anggaran tradisional di sektor publik dianggap sebagai kerangka kerja yang tidak tepat untuk
menghadapi tantangan new public management (Zhang et al., 2021), sehingga banyak negara
memulai perubahan struktural dalam sistem akuntansi, tak terkecuali negara Indonesia.

Dengan memperkenalkan gagasan akrual sebagai inovasi dalam akuntansi pemerintah
(Goémez-Villegas et al., 2020).
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Pergerakan basis kas ke basis akrual dan pengembangan standar sektor publik yang diakui
IPSAS dianggap sebagai salah satu inovasi utama dalam praktik akuntansi pemerintah
berdasarkan apa yang umumnya dikenal sebagai New Public Financial Management INPFM)
yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Cuadrado-
Ballesteros & Bisogno, (2021) mencatat bahwa akuntansi berbasis akrual memberikan
informasi yang lebih baik tentang solvabilitas pemerintah dan lebih banyak digunakan untuk
menentukan biaya pelayanan publik. Pengusellangkapan informasi akrual dalam pelaporan
keuangan dewasa ini dianggap sebagai praktik terbaik dalam penyajian informasi keuangan
untuk menilai kinerja organisasi atau entitas, tak terkecuali organisasi pemerintah.

Perkembangan akuntansi pemerintah berbasis akrual di Indonesia sendiri diawali reformasi
keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang di bidang keuangan
negara pada tahun 2003 dan 2004 yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan
yang baik, antara lain berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta
mengikuti znternational best practices yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia (Makki &
Lodhi, 2009). Seiring perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka kebutuhan
akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja
pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum (Biduri, 2018). Menguatnya tuntutan
tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan
kinerja kepada publik.

Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) saat ini menjadi fokus transformasi
di seluruh dunia dalam akuntansi sektor publik (Baskerville & Grossi, 2019). Upaya kongkrit
yang dilakukan oleh Dewan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dengan melakukan
konvergensi Standar Akuntansi Pemerintahan NKRI kepada IPSAS. Sejalan dengan tren
globalisasi di seluruh dunia, Indonesia juga menyetujui adopsi IPSAS Paripurna pada tahun
2025. Hal ini memicu kesiapan pemerintah provinsi mengimplementasikan Adopsi
Paripurna IPSAS ini akan terus timbul (Abdulkarim et al., 2020). Perubahan perlakuan
akuntansi pemerintah menuju Adopsi Paripurna IPSAS akan membawa dampak/implikasi.
Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah.
Pertanyaan pro-kontra mengenai kesiapan pemerintah provinsi mengimplementasikan
adopsi IPSAS paripurna ini akan terus timbul.

Perubahan menuju Adopsi Paripurna IPSAS organisasi untuk meningkatkan transparansi
dan kualitas pelaporan keuangan serta pengelolaan keuangan publik semakin baik
(Bergmann et al., 2019). Kualitas laporan keuangan dapat dicerminkan dalam opini auditor
untuk setiap entitas pelaporan (Lisa & Halim, 2023). Hal tersebut ditunjukkan adanya hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan kualitas Laporan
Keuangan meningkat dari tahun ke tahun karena kenaikan opini wajar tanpa pengecualian
(WTP). Sehingga mendorong pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas
laporan keuangan dengan cara mematuhi standar akuntansi publik (SAP) yang berlaku. SAP
yang ditetapkan oleh DSAK belum sepenuhnya mengadopsi IPSAS secara penuh sehingga
belum adanya ketentuan mengenai syarat minimum pelaporan laporan yang mematuhi
elemen-elemen IPSAS. Hal ini salah satu faktor peneliti untuk mengkaji dan menganalisis
faktor yang mempengaruhi kesiapan adopsi paripurna IPSAS untuk entitas pemerintah
provinsi di Indonesia.

Penelitian terkait kesiapan adopsi paripurna IPSAS di Indonesia masih sangat minim.
Beberapa peneliti yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait transisi ke standar IPSAS
dan pengaruhnya pada faktor kelembagaan, kontinjensi, dan jaringan ekonomi yang
dilakukan oleh Amiri & Hamza, (2020) menunjukkan bahwa tekanan kelembagaan koersif
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dan mimetik secara positif mempengaruhi adopsi IPSAS. Mnif & Gafsi, (2020) terkait
pengungkapan akuntansi pemerintah pusat berdasarkan Standar Akuntansi Sektor Publik
Internasional (IPSAS) mengungkapkan pengaruh positif dari tingkat keterbukaan
pemerintah (budaya politik), kualitas administrasi publik dan manajemen dan pengalaman
sebelumnya dengan Standar Akuntansi Internasional (IAS)/Standar Pelaporan Keuangan
Internasional (IFRS) di sektor publik, sedangkan kondisi keuangan pemerintah merupakan
faktor yang tidak signifikan. Mengenai IPSAS, belum ada penelitian secara empiris yang
menganalisis kesiapan adopsi paripurna IPSAS untuk entitas pemerintah daerah provinsi di
Indonesia dengan faktor pertumbuhan ekonomi yang menjadi peran dalam kesiapan adopsi
IPSAS. Adopsi paripurna IPSAS pada tahun 2025 menjadi upaya dalam organisasi sektor
publik untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan dorongan bagi organisasi
untuk mengikuti aturan yang berkembang, sehingga hal ini perlu dilakukan penelitian yang
mengarah ke kesiapan adopsi IPSAS secara paripurna dengan faktor yang
mempengaruhinya.

Penelitian ini berkontribusi pada dalam dua cara. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat
mendukung teori stakeholder. Stakebolder theory mengasumsikan bahwa eksistensi organisasi
memerlukan dukungan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan, sehingga aktivitas
organisasi juga mempertimbangkan persetujuan dari pemangku kepentingan (Pessoa et al.,
2020). Pemangku kepentingan dan organisasi saling mempengaruhi dari hubungan sosial
keduanya dalam bentuk responsibilitas dan akuntabilitas yang diwujudkan dengan
penyusunan laporan keuangan yang handal, relevan, tepat waktu dan dapat dipahami oleh
para pemangku kepentingan (Donaldson & Preston, 2020). Sehingga dengan adanya
perubahan menuju adopsi Paripurna IPSAS berdampak pada meningkatnya akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah tersebut dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Kedua,
penelitian ini diharapkan digunakan sebagai petunjuk bagi pembuat kebijakan dalam
menetapkan bentuk adopsi IPSAS sehingga dapat menciptakan nilai bagi entitas-entitas
publik.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi indikator dalam kesiapan adopsi paripurna
IPSAS, diantaranya government financial dan pertumbuhan ekonomi. Government financial dalam
konteks fiscal crisis, yaitu kondisi dimana pemerintah mengalami kesulitan cukup besar dalam
meningkatkan pendapatan untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan atau adanya
kendala keuangan (Nemec & Spaéek, 2020). Kendala keuangan dan peningkatan dalam
tingkat utang merupakan stimulus nyata bagi beberapa pemerintah untuk menunjukkan
manajemen keuangan yang schat kepada publik dengan mengembangkan sistem akuntansi
yang lebih informatif (McAdam et al., 2019). Alshbili & Flamer, (2020) berpendapat bahwa
ketika ada utang yang beredar, pejabat pemerintah lebih diberi insentif untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas pengungkapan keuangan untuk mengurangi biaya utang. Untuk
meningkatkan dan kuantitas pelaporan keuangan, organisasi perlu mematuhi standar
pelaporan yang diakui seluruh negara. Pemahaman akuntansi dan fungsi utamanya
sebagai aparatur pemerintah berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang
berkualitas (Rahmawati et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah provinsi dengan
kondisi keuangan yang buruk akan mendorong organisasi untuk menerapkan standar
pelaporan yang berlaku.
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Kemampuan keuangan pemerintah daerah provinsi untuk memenuhi kewajibannya,
mengantisipasi kejadian tak terduga dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan
efisien merupakan salah satu dari kondisi keuangan pemerintah (Ritonga et al., 2017).
Apabila pemerintah daerah provinsi mengalami kesulitan cukup besar dalam meningkatkan
pendapatan untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan. Kendala keuangan dan
peningkatan dalam tingkat utang merupakan stimulus nyata bagi beberapa organisasi untuk
menunjukkan manajemen keuangan yang sehat kepada publik dengan mengembangkan
sistem akuntansi yang lebih informatif (Luder, 1992). Cheng, (1992) berpendapat bahwa
ketika ada utang yang beredar, pejabat pemerintah lebih diberi insentif untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas pengungkapan keuangan dan organisasi akan terdorong untuk
mematuhi perkembangan peraturan yang yang berkembang. Hal ini mengindikasikan
bahwa pemerintah daerah provinsi dengan kondisi keuangan yang kurang baik maka akan
meningkatkan pelaporan keuangan dan akan lebih siap untuk mengadopsi IPSAS secara
paripurna. Organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang
kinerja lingkungan, sosial dan zutellectual organisasi, melebihi dan di atas permintaan
wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau diakui oleh stakebolder.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mnif & Gafsi, (2020) mengungkapkan terdapat
hubungan positif antara Government Financial tethadap Adopsi International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS). Hal ini diyakini bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk
menerbitkan utang publik dan adanya tekanan eksternal yang diberikan oleh pemangku
kepentingan untuk mengungkapkan pelaporan keuangan yang lebih relevan dan transparan
untuk memfasilitasi akses ke credit market di masa depan dan untuk menjaga biaya utang
turun. Penelitian Boolaky et al., (2020) terkait Adopsi IPSAS (accrual accounting) di
Pemerintah daerah di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa tekanan kelembagaan
(koersif, mimetik dan normatif) mempengaruhi kecepatan adopsi IPSAS. Rata-rata, banyak
kotamadya dan kota membutuhkan waktu lama untuk mengadopsi IPSAS (accrual
acconnting). Waktu dan frekuensi rapat dewan, hibah pemerintah, perwakilan oposisi di
dewan, tekanan dari Kantor Audit dan keyakinan praktik keagamaan adalah pendorong
kecepatan akrual IPSAS di pemerintah daerah Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka
hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hi: Government Financial berpengaruh positif terhadap Kesiapan Adopsi
Paripurna International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat
dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat pertumbuhan
yang cepat akan berdampak pada hasil kinerja perusahaan. Tingkat pertumbuhan
perusahaan yang tinggi juga akan memberikan nilai tambah bagi pihak internal dan eksternal
perusahaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan modal yang relatif besar yang
akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, baik fisik maupun sosial. Tingginya
tingkat pertumbuhan ekonomi berdampak positif secara signifikan terhadap keputusan
organisasi untuk memilih bentuk IPSAS secara akrual (Amiri & Hamza, 2020). Pemerintah
akan berusaha memberikan informasi yang positif kepada para investor potensial melalui
pengungkapan yang terurai dalam laporan tahunan entitas untuk meningkatkan
kepercayaaan investor dan mengikuti ketentuan znternational best practices da diharapkan akan
lebih siap untuk mengadopsi IPSAS (Alshujairi, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Amiri & Hamza, (2020) terkait transisi ke standar IPSAS
dan pengaruhnya pada faktor kelembagaan, kontinjensi, dan jaringan ekonomi,
menunjukkan bahwa tekanan kelembagaan koersif dan mimetik secara positif
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mempengaruhi adopsi IPSAS. Tata kelola ekonomi yang baik berdampak signifikan pada
adopsi IPSAS sedangkan kedekatan hubungan ekonomi dengan mitra internasional
mendorong negara-negara untuk mengadopsi IPSAS basis akrual yang dimodifikasi.
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah explanatory research yang bertujuan untuk
mengidentifikasi Government Financial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesiapan Adopsi
Paripurna International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Populasi dalam penelitian ini
yaitu seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2016 — 2021. Laporan
keuangan pemerintah daerah Provinsi pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan kualitas
dan dapat dinyatakan cukup baik memenubhi kriteria berdasarkan standar pemerintahan yang
berlaku. Namun, masih terdapat LKPD yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan pemerintah daerah provinsi belum menerapkan elemen-elemen IPSAS ke
dalam _Awnunal Report. Sehingga, acuan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah
provinsi merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai kesiapan
adopsi IPSAS secara paripurna. Pemilihan sampel untuk penelitian ini yaitu dengan
menggunakan metoda purposive sampling dengan menggunakan kriteria untuk mendapatkan
sampel. Kriteria pemerintah daerah provinsi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian
ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah provinsi menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
tahun 2016-2021.

2. Pemerintah daerah memiliki data lengkap.

3. Informasi keuangan pemerintah daerah tersedia untuk publik.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Tingkat Kesiapan Adopsi IPSAS

Tingkat Kesiapan Adopsi IPSAS diukur dengan mengembangkan daftar periksa
pengungkapan IPSAS yang dibangun berdasarkan penelitian oleh (Ernst & Young, 2013).
Berdasarkan aturan IFAC, IPSAS terdiri dari pengungkapan umum dan dasar yang harus
disediakan dalam keuangan berbasis akrual. IPSAS tidak sepenuhnya diadopsi untuk semua
negara. Di Indonesia terkait IPSAS, pemerintah memilih untuk melakukan harmonisasi
terthadap IPSAS, sehingga dalam penelitian untuk mengukur kesiapan adopsi IPSAS secara
paripurna dengan indeks pengukuran pengungkapan persyaratan minimum untuk informasi
yang akan diungkapkan dalam keuangan pemerintah daerah provinsi Indonesia yaitu
berfokus pada pengungkapan IPSAS 1 dan 2 untuk menilai kesiapan pemerintah daerah
provinsi.

Daftar periksa penelitian ini terdiri dari 77 item pengungkapan dari standar berbasis akrual
sebagaimana pada tabel 1.

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan elemen-elemen framework yang sudah
disebutkan pada komponen penilaian kesiapan adopsi IPSAS. Jika laporan pemerintah
provinsi melampirkan informasi dari masing masing elemen diatas maka diberi poin 1 untuk
masing-masing elemen tersebut dan jika tidak melampirkan maka diberi poin 0 dan
dijumlahkan seberapa besar pemerintah provinsi sudah menerapkan elemen IPSAS dan
dibagi dengan jumlah elemen dari indikator IPSAS yang seharusnya dilaporkan. Semakin
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Nbr. Item Nbr. Item Berdasarkan
Menurut Disclosure Category Kategori Pengungkapan
Standar
1. Pengungkapan Umum 9
2. Laporan Posisi Keuangan 15
3. Laporan Kinerja Keuangan 11
59 4. Pernyataan perubahan aset/ekuitas 7
bersih
5. Catatan Atas Laporan Keuangan 17
(CALK)
1. Penyajian laporan arus kas 3
2. Informasi arus kas lainnya 8
18 3. Akuisisi entitas terkendali dan unit 4

operasi lainnya

4. Komponen kas dan setara kas 3

besar jumlah elemen yang dilampirkan dalam annual report pemerintah daerah provinsi maka
pemerintah tersebut mengindikasikan bahwa sudah siap untuk menerapkan IPSAS

Government Financial

Ritonga, (2015) membangun model pengukuran berdasarkan pernyataan bahwa kondisi
keuangan pemda merupakan efek keuangan dari kegiatan pemerintah dalam rangka mencapai
tujuan. Terdapat enam dimensi yang dikembangkan, yaitu: solvabilitas jangka pendek,
solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan, kemandirian
keuangan, dan solvabilitas tingkat layanan. Masing-masing tahapan perhitungan akan
dilakukan Pembobotan Indikator Kondisi Keuangan Pemda dengan kategori apabila Pemda
memiliki nilai kondisi rendah maka diberi nilai 0 dan jika kondisi keuangan pemerintah daerah
provinsi tinggi diberi nilai 1, dengan rumus indeks kondisi keungan sebagai berikut:

Total Indeks Dimensi

Indeks Kondisi Keuangan =

Jumlah Dimensi

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Untoro. ], (2010) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat
bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan,
pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di
wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut.
Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan per kapita (PDRB). PDRB pada
dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam
suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan
oleh seluruh unit ekonomi. Rumus pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut :

T(PDBt - PDBt—1)
PDBt—1

R =

Tabel 1.
Konten daftar
petiksa
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Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda (multiple regression) 90
untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi

linear berganda untuk menguji pengaruh Government Financial dan Pertumbuhan Ekonomi
terthadap Kesiapan Adopsi Paripurna International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).
Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Al = o + B.GFi + B4PE; + &

Keterangan:

Al = Kesiapan Adopsi Paripurna IPSAS i pada periode t
o = Konstanta {34

B8 = Koefisien Regresi

GFi = Government Financial i pada periode t

PE; = Pertumbuhan Ekonomi i pada periode t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Kesiapan Adopsi Paripurna IPSAS yang diukur dari elemen-elemen IPSAS yang dimiliki
pemerintah provinsi di Indonesia memiliki nilai-nilai rata-rata yang masih rendah berdasarkan
hasil uji statistic deskriptif yang artinya pemerintah daerah provinsi harus meningkatkan
pengungkapan berdasarkan elemen-elemen IPSAS untuk meningkatkan tingkat kesiapan
adopsi IPSAS. Tingkat kesiapan pemerintah provinsi di Indonesia tertinggi pada provinsi
Aceh dan terendah pada provinsi Banten. Rata-rata tingkat kesiapan adopsi IPSAS lebih
tinggi dari hasil standar deviasi yang berarti bahwa penyebaran data untuk variabel kesiapan
adopsi IPSAS cenderung terdistribusi secara normal. Government financial sebagai variabel
independen pertama dalam penelitian ini memiliki nilai mean cukup rendah yang artinya rata-
rata kondisi keuangan di pemerintah provinsi dapat dikatakan cukup rendah, maka kinerja
keuangannya akan semakin baik. Sedangkan, nilai pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah
provinsi memiliki nilai rata-rata tinggi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
tumbuh positif.

Kesiapan AdopsiGovernment ~ Pertumbuhan

IPSAS Financial Ekonomi
Mean 0.528 0.086 0.262
Maximum 0.746 1.000 9.526
Minimum 0.220 0.300 -0.148
7?@%S@Dw 0.178 0.081 0.438
tatistik
Deskriptif heervation 198 198 198
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N 198
Normal Parameters Mean 0,000

Std. Deviation 5.172
Most Extreme Absolute 0,063
Differences Positive 0.046

Negative -0,063
Test Statistic 0,063
Asymp. Sig. 0,099
Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji
heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Adapun nilai dari hasil pengujian asumsi klasik
sebagai berikut :

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan kolmogrogrov analisis non parametik Ko/zogrov
Smirnov Z (1- Sampe K-§) menunjukkan bagian Sig. dengan nilai sebesar 0,099, sehingga dapat
disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal atau memenuhi syarat uji normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji asumsi multikolinearitas, menunjukkan nilai z/erance pada setiap model regresi yaitu
lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF yakni kurang dari 10. Hasil ini membuktikan bahwa tidak
terdapat masalah multikolinearitas pada variabel independen dalam suatu model penelitian
yang diambil.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan ~ hasil  uji  glejser  menunjukkan  nilai signifikansi  (Sig.) untuk
variabel government financial sebesar 0,928, pertumbuhan ekonomi sebesar 0,141.
Karena nilai signifikansi kedua variabel di atas lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan
dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Autokolerasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas diketahui bahwa jumlah observasi (n) sebanyak 198,
dengan 2 variabel independen, dalam tabel Durbin Watson terlihat bahwa nilai dL. = 1,797,
dU = 1,835, dan hasil dW sebanyak 1,919, sehingga 4-dU= 2,165. Data dikatakan terbebas
dari autokorelasi jika dL. < dW < 4-dU, dari hasil tersebut 1,797<1,919<2,165, sehingga tidak

terjadi autokorelasi.

Persamaan 1

Variabel Keterangan

Tolerance VIF
Government Financial 0,937 1,068 Tidak terjadi Multikolinearitas
Pertumbuhan Ekonomi 0,994 1,006 Tidak terjadi Multikolinearitas

Tabel 3.
Tabel Tests Of
Normality

Tabel 4.

Hasil Uji
Multikolinearita
s
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Tabel 5. Variabel T Sig.
Hasil Ui Government Financial -0,091 0,928
Glejser )
Pertumbuhan Ekonomi -1,146 0,141
dL 4-dL dU 4-dU DW Keterangan
Tabel 6.
Hasil Uji 1 797 2,203 1,835 2,165 1,919 Tidak Tetjadi
Autokolerasi -
Autokolerasi
Uji Hipotesis
Hipotesis Sig. Coefficient Keterangan
H1 :  Government Financial berpengaruh positif
tethadap  Kesiapan ~ Adopsi  Paripurna . Tidak
International  Public - Sector Accounting  Standards 037 Negatif Terdukung
(IPSAS).
Tabel 7 H2 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif
, abel /- tethadap ~ Kesiapan ~ Adopsi  Paripurna iy
Rf;;%};ﬁ?:ﬂ%?i International  Public - Sector Accounting  Standards 011 Positif Terdukung
(IPSAS).
PEMBAHASAN

Government Financial berpengaruh terhadap Kesiapan Adopsi Paripurna
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa government financial berpengaruh dengan
arah yang negatif terhadap kesiapan adopsi paripurna IPSAS pemerintah provinsi di
Indonesia, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa government financial
berpengaruh positif terhadap kesiapan adopsi Paripurna IPSAS pemerintah provinsi di
Indonesia (H1) tidak terdukung. Artinya, tingkat rendahnya government financial
mengindikasikan bahwa mempengaruhi pemerintah untuk mengungkapkan elemen-elemen
IPSAS yang diharapkan. Dengan kata lain, apabila tingkat government financial rendah maka
dapat digambarkan bahwa kinerja pemerintah daerah provinsi semakin baik schingga
mendorong penyajian informasi-informasi berdasarkan elemen-elemen IPSAS pada laporan
keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia semakin tinggi. Apabila pemerintah
provinsi mengungkapkan informasi berdasarkan elemen-elemen IPSAS tinggi maka
pemerintah provinsi akan lebih siap untuk mengadopsi IPSAS secara paripurna. Selain itu,
rata-rata kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang bervariasi sehingga
menimbulkan kesadaran pemerintah daerah provinsi untuk mengungkapkan informasi
(Ademola et al., 2020).

Penelitian ini juga didukung oleh data yang menunjukkan kondisi keuangan pemerintah
daerah provinsi yang rata-rata mengalami kondisi keuangan yang bervariasi. Hal tersebut
mempengaruhi pemerintah daerah provinsi dalam mengungkapkan tingkat informasi
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keuangan yang memenubhi syarat elemen IPSAS. Seperti provinsi Banten yang menunjukkan
kondisi keuangan yang baik, mengungkapkan informasi berdasarkan elemen IPSAS sebesar
66%. Hal tersebut juga terjadi pada provinsi kalimantan barat yang mengungkapkan
informasi sebesar 37% menunjukkan kondisi keuangan yang kurang baik.

Penelitian ini mendukung teori stakeholders. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan
memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial
dan zntellectual organisasi, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi
ekspektasi sesungguhnya atau diakui oleh stakeholder. Sehingga, stakeholders memiliki
informasi yang cukup mengenai keadaan organisasi. Kondisi keuangan pemerintah daerah
provinsi yang baik atau kurang baik dapat mendorong pemerintah daerah untuk
mengungkapkan informasi berdasarkan elemen-elemen IPSAS.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mnif & Gafsi, (2020)
yang mengungkapkan terdapat hubungan positif antara Government Financial terthadap Adopsi
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Hai ini diyakini bahwa pemerintah
bertanggung jawab untuk menerbitkan utang publik dan adanya tekanan eksternal yang
diberikan oleh pemangku kepentingan untuk mengungkapkan pelaporan keuangan yang
lebih relevan dan transparan untuk memfasilitasi akses ke credit market. Kendala keuangan dan
peningkatan dalam tingkat utang pemerintah merupakan stimulus nyata bagi beberapa
pemerintah untuk menunjukkan manajemen keuangan yang schat kepada publik dengan
mengembangkan sistem akuntansi yang lebih informatif (Luder, 1992).

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kesiapan Adopsi Paripurna
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh
dengan arah yang positif terhadap kesiapan adopsi paripurna IPSAS, sehingga hipotesis
kedua yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap
Kesiapan Adopsi Paripurna International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) (H2)
terdukung. Artinya, tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah provinsi di Indonesia
menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah provinsi untuk mengungkapkan informasi
berdasarkan elemen-elemen IPSAS. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin baik atau
buruk dapat mempengaruhi pemberi informasi untuk mengungkapkan informasi sesuai
dengan elemen-elemen IPSAS dan mempengaruhi tingkat kesiapan pemerintah provinsi
untuk mengadopsi IPSAS secara paripurna.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan memberikan nilai tambah bagi
pemerintah provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan modal yang relatif
besar yang akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, baik fisik maupun sosial. Dana
yang dibutuhkan untuk menambah modal tersebut biasa disebut investasi. Tingginya tingkat
pertumbuhan ekonomi berdampak positif secara signifikan terhadap keputusan negara-
negara untuk memilih bentuk IPSAS secara akrual (Amiri and Hamza 2020).

Teori kelembagaan dapat memberikan kerangka ketrja yang baik untuk terbentuknya
organisasi, karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya
institusionalisasi. Menurut Philpott & Jadhav, (2019), organisasi terbentuk oleh lingkungan
institusional yang ada di sekitar organisasi. Praktik penyusunan dan publikasi laporan
tahunan ini kemudian menjadi berbeda karena masing-masing pemerintah memiliki
logika yang berbeda yang mempengaruhi tingkat pengungkapan dan kesiapan untuk
mengikuti standar yang berbeda-beda.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ogbuagu & Onuora, (2019)
terkait efek Adopsi IPSAS yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Organisasi
Sektor Publik Nigeria memiliki dampak signifikan dari penganggaran berbasis akrual untuk
meningkatkan transparasi dan akuntabilitas. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara yang
mampu meningkatkan hasil produksinya berdasarkan kemajuan teknologi maka dapat
meningkatkan transparansi fiskal dan akuntabilitas terhadap tata kelola yang lebih baik.
Dengan demikian, Organisasi sektor publik akan lebih patuh dan luas untuk mengungkapkan
informasi berdasarkan standar internasional.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
kesiapan adopsi paripurna IPSAS. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat government
financial yang rendah maka dapat digambarkan bahwa kinerja pemerintah daerah provinsi
semakin baik sehingga mendorong penyajian informasi-informasi berdasarkan elemen-
elemen IPSAS dan pemerintah daerah provinsi diharapkan akan lebih siap untuk mengadopsi
IPSAS secara paripurna.Sedangkan, tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah
provinsi di Indonesia menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah untuk mengungkapkan
informasi berdasarkan elemen-elemen IPSAS. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin
baik atau buruk dapat mempengaruhi pemberi informasi untuk mengungkapkan informasi
sesuai dengan elemen-elemen IPSAS dan menjadi faktor dalam kesiapan adopsi IPSAS.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah literatur yang membahas
mengenai tingkat kesiapan adopsi IPSAS di Indonesia relatif sedikit. Kedua, tidak semua
pemerintah provinsi mengungkapkan informasi yang up to date tentang pertanggungjwaban
keuangan. Sehingga berdasarkan keterbatasan penelitian ini, saran penelitian selanjutnya
melakukan penelitian yang berkelanjutan mengenai dua variabel tersebut untuk melihat
konsistensi hasil penelitian dan perlu dilakukan teknik pengumpulan data lain, seperti
wawancara dan observasi untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan
mendalam.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah provinsi dan pembuat kebijakan dalam
strategi akuntansi mereka untuk lebih mendukung implementasi Standar Akuntan Publik
yang didasari IPSAS berbasis akrual, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan
serta mencegah fraud di sektor publik dan regulator untuk digunakan sebagai petunjuk bagi
pembuat kebijakan dalam menetapkan apakah adopsi paripurna relevan sehingga dapat
menciptakan nilai bagi entitas-entitas publik terutama organisasi sektor publik.
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